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ABSTRACT

Agrarian Law Number 5 of 1960 states that in order to guarantee legal certainty
and legal protection of land rights, the government carries out land registration.
However, the fact shows even though someone has registered their land and
already holds a certificate as proof of rights, they still encounter problems, for
example overlapping land control and ownership. This problem occurs in various
regions in Indonesia, including the city of Surabaya. The aim of this research is
to analyze and describe the causes and resolution of overlapping control and
ownership of land case at the Surabaya City Land Office I using empirical legal
research methods. The research results show that overlapping control and
ownership of land in the City of Surabaya is caused by five factors, namely: 1)
humans; 2) matterial; 3) method; 4) machine; and 5) money. However, the most
important role is the human factor, including: 1) Human resources at the
National Land Agency and Village Offices who are less careful and less thorough;
2) Land owners and neighbors because they do not actively control their land
and do not know the exact boundaries of their land. Then the resolution of cases
of overlapping control and ownership of land is carried out through litigation
and non-litigation. However, most cases of overlapping land ownership and

control are resolved through litigation.

Keywords: Land Dispute, Overlapping Certificates, Cancellation of Certificates

ix



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN......cccci s s s s s s s sns s sss s s ns ssanansl
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.......o i s s s sss sl

1 0 0 O iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....commmmmmmssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasasssaes \
KATA PENGANTAR .o ssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssasasasassens vi
INTISARI ottt s sasasasans viii
5 Y 2 O ix
DAFTAR ISI i ssssssssssssssssssssssasasssnes X
DAFTAR TABEL ....coiininmmssnmmmssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasassssens xii
DAFTAR BAGAN.....ocusmmmsmmsmsmsssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssassssssssssssssasasass xiii
DAFTAR GAMBAR ....ccciiimmmsmmsmssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasasas xiv
BAB I PENDAHULUAN ....ooiimmmmmsmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssaes 1
A. Latar BelaKang...........ciiiiiiininctrnese s 1
B. Rumusan Masalah..........iiiiiiiiccccnccncnncneens 4
C. Tujuan Penelitian ... 4
D. Manfaat Penelitian..........ccccoeviiiieiiiiiiniininiicncncncnncnsceseene 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA....ccuimmmsmsmsmsmssssmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 6
A. Kajian Literatur/NOVelty ... 6
B. Kerangka Teoritis......c..cccovmniininnninniiniiicicicicicicccncscscsesesnenes 10

1. Teori Kepastian HUKUM ...t sseessessessesanees 10

2. Teori Jaminan Kepastian Hukum DalamPPendaftaranATanah......... 12

3. Penyebab Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah........ 20

4. Kebijakan Penyelesaian Sengketa Pertanahan........coonneneecneencenn. 24

5. Kebijakan Pembatalan Sertipikat Tanah ... 29

C. Kerangka PemiKiran ... 38
BAB IIl METODOLOGI PENELITIAN ....ccocummmsmsmsmsmssmsmsmsssssssssssssssssssssssssssssassssens 39
A. Format Penelitian.........cccovviivviiiiiniiiniiiiiciicicccccncncsesesennene 39
B. Lokasi Penelitian .........ccccvviiiiiiinniisiiicicicncnccccnccncneenene 40
C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data ...............ccccceueunenee. 41
D. Analisis Data ...t 46
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH KOTA SURABAYA......ccconnmnmsmssssnanns 47



BAB V KAJIAN PENYEBAB DAN PENYELESAIAN KASUS TUMPANG TINDIH

PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH DI KOTA SURABAYA.......54

A. Penyebab Tumpang Tindih Penguasaan dan Pemilikan Tanah di
Kota Surabaya..........nnniincc 59
B. Penyelesaian Kasus Tumpang Tindih Penguasaaan dan Pemilikan
Tanah di Kota Surabaya ... 70
BAB VI PENUTUP ...ccocviimmsmsmmmsismssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasassssens 81
A, KeSimpulan ...t 81
B, SAran ... 82
DAFTAR PUSTAKA.....iiimmrmmsmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasassssens 84
LAMPIRAN ...ccciimmmmsmsmsssssssssssssssssssssssss s sssasas s sssasas s s sssssssssasassssssssssssasasssnens 89

xi



BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah ialah salah satu komponen utama yang menentukan
produksi dari setiap fase peradaban. Seiring dengan perkembangan zaman,
tanah menjadi suatu komoditas yang memiliki nilai tinggi dan permintaan
tanah terus meningkat (Budiman, 1996). Jumlah tanah yang stagnan
dengan diiringi oleh jumlah manusia yang terus bertambah membuat
pengaturan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
menjadi sebuah keharusan. Pengaturan itu demi penjaminan kepastian
hukum hak atas tanah. Dengan adanya jaminan kepastian hukum dan
perlindungan hukum hak atas tanah maka akan menekan terjadinya chaos
dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi di Indonesia tanah bukan hanya
memiliki nilai materi melainkan juga memiliki nilai budaya dan nilai
spiritual.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5
Tahun 1960 (UUPA), pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan
pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan
atas hak atas tanah. Menurut Boedi Harsono (2009), pendaftaran tanah
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintahan.
Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menegaskan bahwa kegiatan pendaftaran
tanah mencakup pemberian surat tanda bukti hak sebagai alat bukti yang
kuat.

Namun dalam faktanya dilapangan, meskipun seseorang sudah
mendaftarkan tanahnya dan sudah memegang sertipikat sebagai bukti hak
masih mendapatkan masalah. Masalah tersebut beragam macam,
contohnya tumpang tindih penguasaan dan pemilikan tanah.
Permasalahan ini terjadi di berbagai daerah termasuk di Kota Surabaya.
Tidak dapat dielakkan bahwa permasalahan tersebut tidak terlepas dari

model sistem publikasi yang dijalankan di Indonesia yakni sistem publikasi



negatif bertendensi positif. Menurut UUPA dan Peraturan Pemerintah 24
Tahun 1997 asistem publikasi tersebut adalah dalah suatu sistem publikasi
yang memiliki aspek negatif namun juga mengandung unsur positif.
Meskipun disebut sebagai sistem negatif, namun terdapat ketentuan yang
mengandung aspek positif, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 19 ayat (2)
huruf ¢, yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah akan menghasilkan
surat tanda bukti hak yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Oleh
karena itu, meskipun sertipikat hak atas tanah dianggap sebagai bukti yang
kuat, namun bukanlah bukti yang mutlak, sehingga masih memungkinkan
untuk dibantah atau dipertentangkan.

Mengingat Kota Surabaya merupakan wilayah perkotaan yang
pembangunannya sangat pesat dan nilai tanah sangat tinggi, maka potensi
terjadinya permasalah pertanahan juga akan semakin meningkat.
Fenomena yang terjadi diperkotaan menunjukkan keadaan dimana tanah
memiliki harga yang tinggi dan jarang ditemukan tanah kosong. Artinya
permintaan tanah terus meningkat sementara jumlahnya tetap
mengakibatkan nilai atau harga tanah ikut melambung tinggi. Fenomena
tersebut dapat memicu terjadinya kecurangan sesuai dengan teori fraud
pentagon (fraud pentagon theory) bahwa kecurangan dapat terjadi karena
lima hal, yakni: Arogansi, Kompetensi, Peluang, Tekanan, dan Rasionalisasi
(Marks 2012). Kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam bidang
pertanahan tentunya dapat dilakukan baik oleh aparat penyelenggara
pendaftaran tanah maupun dari masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan data dari Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2023), terdapat sebanyak 8.959 kasus
permasalahan tanah yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah
tersebut, hampir 85 persen kasus termasuk dalam kategori sengketa
penguasaan dan kepemilikan tanah. Sementara itu, sisanya terbagi
menjadi sengketa hak dan sengketa batas/letak tanah. Ketika

memperhatikan para pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut,



sebagian besar kasus (sekitar 89%) melibatkan sengketa antar individu.
Kasus lainnya melibatkan individu dengan badan hukum privat (sekitar
6%), dan sengketa antara individu dengan pemerintah (sekitar 5%).

Salah satu permasalahan pertanahan yang peneliti temukan di
wilayah Kota Surabaya ialah tumpang tindih penguasaan dan pemilikan
tanah yang dalam tipologi permasalahannya masuk dalam tipologi
sengketa penguasaan dan pemilikan tanah. Menurut Radina dkk (2021),
sengketa tumpang tindih penguasaan dan pemilikan ialah perselisihan
yang terjadi antar subjek hukum terhadap bidang tanah dimana keduanya
sama-sama merasa menguasai dan/atau memiliki bidang tanah tersebut.
Tumpang tindih penguasaan dan pemilikan tanah berbeda dengan adanya
bidang tanah yang terdapat dua atau lebih hak diatasnya yang biasa
disebut hak diatas hak yang terbit berdasarkan kesepakatan, kondisi
demikian tentunya bukan merupakan tumpang tindih penguasaan dan
pemilikan tanah. Tumpang tindih penguasaan dan pemilikan juga dapat
diartikan sebagai permasalahan yang timbul karena adanya dua atau lebih
hak atas tanah ataupun hak pengelolaan pada satu objek bidang tanah,
yang setiap pemegang hak tersebut awalnya tidak mengetahui bahwa pada
bidang tanah tersebut terdapat hak lain yang melekat sehingga ketika salah
satu pemegang hak tersebut mengetahui maka terjadilah perselisihan atau
sengketa. Permasalahan tumpang tindih penguasaan dan pemilikan tanah
di Kota Surabaya tidak hanya terjadi antar perorangan namun ada juga
perorangan dengan badan hukum privat dan perorangan dengan
pemerintah/badan hukum publik. Adapun contoh kasus tumpang tindih
penguasaan dan pemilikan tanah di Kota Surabaya ialah kasus tumpang
tindih penguasaan dan pemilikan antara badan hukum publik dalam hal ini
Pemerintah Kota Surabaya melawan perorangan yakni Ibu Naprihatin
dengan Nomor Perkara 88PK/TUN/2020 yang diawali dengan Ibu
Naprihatin yang hendak menjual tanahnya yang bersertipikat hak milik
(SHM) Nomor 11/Kelurahan Pakis dan luas 205 M2 yang diterbitkan pada



tanggal 01 Juli 1976 dengan Gambar Situasi (GS) Nomor 577 tanggal 21
Mei 1976 atas nama Roesli, yang sudah beberapa kali dialihkan dan
terakhir adalah kepada Ibu Naprihatin, namun ketika melakukan
pengecekan sertipikat ditemukan bahwa bidang tanah tersebut tumpang
tindih dengan bidang tanah hak pengelolaan (HPL) Nomor 01/Kelurahan
Pakis yang diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 1997 atas nama
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya dengan luas 298.755
M2, Gambar Situasi (GS) Nomor 6631/1997, tanggal 4 Juni 1997.
Permasalahan tumpang tindih penguasaan dan pemilikan tanah
seperti ini berpotensi menyebabkan kerugian yang signifikan bagi
masyarakat terkait dan juga kerugian terhadap negara, selain itu
permasalahan tumpang tindih penguasaan dan pemilikan tanah ini cukup
sering terjadi di Kota Surabaya. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian terkait dengan persoalan tumpang tindih

penguasaan dan pemilikan tanah di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti merumuskan
masalah sebagai berikut:
1. Apa penyebab terjadi tumpang tindih pemilikan dan penguasaan
tanah di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemilikan

dan penguasaan tanah di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I?

C. Tujuan Penelitian
1. Menganalisis dan mendeskripsikan penyebab tumpang tindih
pemilikan dan penguasaan tanah untuk memahami secara
mendalam mengapa tumpang tindih sertipikat tanah dapat terjadi di

Kantor Pertanahan Kota Surabaya I7;



2.

Menganalisis dan mendeskripsikan penyelesaian kasus tumpang
tindih penguasaan dan pemilikan tanah di Kantor Pertanahan Kota

Surabaya I?

D. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi dalam hal: a) akademis: dapat
memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum dan
literatur akademis yang relevan dengan penyelesaian tumpang tindih
penguasaan dan pemilikan tanah; dan b) peningkatan kesadaran
hukum: hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum di
kalangan akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum tentang isu-isu
yang berkaitan dengan tumpang tindih penguasaan dan pemilikan
tanah.

Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah
dalam menyusun ataupun menyempurnakan kebijakan publik
berkaitan dengan pertanahan, memberikan gambaran permasalahan
seputar pertanahan kepada masyarakat dan calon investor khususnya
pada wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, dan
memberikan gambaran penyelesaian yang dapat ditempuh dalam
menghadapi kasus tumpang tindih penguasaan dan pemilikan tanah
bagi para pihak yang bersangkutan dengan permasalahan tumpang
tindih penguasaan dan pemilikan tanah serta memberikan masukan
sebagai langkah preventif pencegahan terjadinya tumpang tindih

penguasaan dan pemilikan tanah dikemudian hari.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tumpang tindih penguasaan dan pemilikan tanah di Kantor Pertanahan
Kota Surabaya I disebabkan oleh lima faktor yakni: 1) manusia; 2)
sarana; 3) metode; 4) alat; dan 5) biaya. Namun yang paling berperan
dalam penyebab terjadinya tumpang tindih penguasaan dan pemilikan
tanah ialah faktor manusia antaralain: 1) SDM di Badan Pertanahan
Nasional dan Kantor Desa yang kurang cermat, kurang teliti, serta
berbuat tidak sesuai sebagaimana prosedur yang ada didalam
peraturan perundangan yang berlaku; 2) Pemilik tanah dan tetangga
yang berbatasan karena tidak secara aktif menguasai tanahnya dan
tidak mengetahui secara pasti batas tanah miliknya.

2. Penyelesaian kasus tumpang tindih penguasaan dan pemilikan tanah
dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Namun mayoritas
kasus tumpang tindih penguasaan dan pemilikan tanah diselesaikan
melalui jalur litigasi. Dalam kasus tumpang tindih penguasaan dan
pemilikan dengan Nomor Perkara 496K/TUN/2021 dan kasus dengan
Nomor Perkara 38PK/TUN/2018 memperlihatkan bahwa sertipikat
merupakan alat bukti yang kuat dipengadilan dibandingkan dengan alas
hak. Hal ini terbukti dengan gugatan yang dimenangkan oleh pemegang
sertipikat hak atas tanah. Lalu dalam kasus tumpang tindih dengan
Nomor 88PK/TUN/2020 yang merupakan tumpang tindih antara
sertipikat HPL dengan sertipikat HM menunjukkan lebih kuatnya
sertipikat HM yang telah terbit 21 tahun lebih dahulu jika dibandingkan
HPL. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari kasus ini
meskipun sudah ada putusan yang inkracht sebab belum ada

permohonan pembatalan HPL dari pemenang gugatan.
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B. Saran

Berdasarkan hasil temuan bahwa penyebab dari terjadinya
tumpang tindih penguasaan dan pemilikan tanah di Kota Surabaya ialah
bersifat kompleks yakni mulai dari manusia, sarana-prasarana, metode
atau cara pengukuran dan pemetaan, alat ukur dan pemetaan, serta biaya,
kelimanya berkontribusi dalam terjadinya tumpang tindih penguasaan dan
pemilikan tanah di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.
Namun yang paling banyak ialah dari sisi manusia (man), sehingga terhadap
SDM di Badan Pertanahan Nasional perlu dilaksanakan kegiatan seperti
bimbingan teknis pengukuran dan pemetaan kadastral yang tidak hanya
memuat tata cara pengukuran dan pemetaan namun juga menekankan
pada sikap dan nilai yang perlu dipegang teguh oleh petugas pengukuran
dan pemetaan. Lalu pemantapan sistem yang sekarang sedang
dikembangkan yakni digitalisasi, pemantapan sistem pemetaan yang
berbasis elektronik dan percepatan digitalisasi sertipikat-sertipikat lama
yang belum tergambar bidang tanahnya secara elektronik sehingga dapat
terwujud peta pendaftaran yang memuat semua bidang tanah yang
terdaftar baik sertipikat lama maupun baru dalam bentuk digital hal ini
akan meminimalisir risiko human error. Kemudian proyek kota lengkap
juga berdampak pada pencegahan terjadinya tumpang tindih penguasaan
dan pemilikan tanah dikemudian hari sehingga proyek ini layak dilakukan
percepatan mengingat perubahan penggunaan tanah di Kota Surabaya yang
sangat dinamis. Selain itu, perlu adanya kolaborasi antara BPN dan Kantor
Desa dalam hal pencegahan kasus tumpang tindih penguasaan dan
pemilikan tanah yang menekankan pada kehati-hatian atau kecermatan
Kantor Desa dalam menerbitkan alas hak atas tanah.

Sedangkan terhadap pembatalan HPL akan lebih baik jika
gugatannya jangan berisi gugatan membatalkan karena pada akhirnya
biaya pembatalan tersebut ditanggung oleh pemenang gugatan padahal

HPL memiliki luas yang besar sementara HM yang tumpang tindih hanya
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sebagian kecil dari HPL sehingga pembiayaan pembatalan HPL tersebut
kurang efisien bagi pemegang HM. Oleh karena itu, alangkah lebih baik jika
gugatannya ialah untuk melakukan enclave bidang tanah yang tumpang
tindih saja sehingga prosedurnya lebih mudah dan terjangkau atau
gugatannya juga mencantumkan bahwa biaya pembetulan data tersebut

ditanggung oleh pihak tergugat.
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